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RINGKASAN

Notaris memiliki peran penting dalam bidang hukum dengan wewenang
membuat akta autentik. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan
hukum sebagai alat bukti yang kuat dan penting dalam hubungan hukum
masyarakat. Notaris memiliki kewajiban etis dan moral dalam menjalankan
profesinya, termasuk dalam menyeimbangkan kepentingan individu, masyarakat,
negara, dan organisasi profesi. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
(selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan UUJN) menerangkan bahwa
dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Republik
Indonesia adalah Negara hukum yang menjamin kepastian, ketertiban dan
perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Ketertiban dan
perlindungan hukum menuntut antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam
kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan
jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.
Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (figur) yang keterangan -
keterangannya dapat di andalkan, dapat di percaya, yang tanda tangannya serta
segelnya (capnya) memberikan jaminan dan bukti kuat seorang ahli yang tidak
memihak dan penasehat hukum yang tidak ada cacatnya (onkreukbaar atau
unimpeachable).
Dengan berkembangnya kehidupan perekonomian dan sosial budaya masyarakat,
maka kebutuhan Notaris makin di rasakan perlu dalam kehidupan masyarakat,
oleh karena itu kedudukan Notaris di anggap sebagai suatu fungsionaris dalam
masyarakat, pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang boleh di
andalkan, pejabat yang dapat membuat suatu dokumen menjadi kuat, sehingga
dapat di jadikan sebagai suatu alat bukti dalam proses hukum.

Fungsi dan peranan Notaris dalam gerak pembangunan nasional yang
semakin kompleks dewasa ini semakin luas dan berkembang, hal ini di sebabkan
adanya kepastian hukum dalam pelayanan dari produk-produk hukum yang di
hasilkan oleh Notaris semakin di rasakan oleh masyarakat, untuk itu pemerintah

1 2220216310063
2 Dosen Pembimbing
3 Dosen Pendamping
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dan masyarakat khususnya menaruh harapan besar kepada Notaris, agar jasa yang
di berikan oleh Notaris benar-benar memiliki citra nilai yang tinggi serta bobot
yang benar-benar dapat di andalkan, dalam peningkatan perkembangan hukum
nasional.
Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan pengayom
masyarakat, sehingga hukum perlu di bangun secara terencana agar hukum
sebagai sarana pembaharuan masyarakat dapat berjalan secara serasi, seimbang,
selaras dan pada gilirannya kehidupan hukum mencerminkan keadilan,
kemanfaatan sosial dan kepastian hukum. Perpaduan keanggotaan Majelis
Pengawas Notaris (MPN) sebagaimana tertuang dalam UUJN diharapkan dapat
memberikan sinergitas pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga
setiap pengawasan yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan
notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak menyimpang dari UUJN
karena diawasi baik secara internal maupun eksternal. Berdasarkan Pasal 68
UUJN, MPN terdiri dari:
1. Majelis Pengawas Daerah yang dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota;
2. Majelis Pengawas Wilayah yang dibentuk di tingkat Propinsi; dan
3. Majelis Pengawas Pusat yang dibentuk di Ibukota.

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk melakukan pemeriksaan
oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) bertalian dengan adanya pelaporan dari
masyarakat atas pembuatan akta autentik dan pelanggaran kode etik yang akan
dibuat berita acara pemeriksaan setelah memanggil terlapor (Notaris) dan pelapor
selanjutnya berita acara tersebut akan disampaikan kepada Majelis Pengawas
Wilayah (MPW) dengan tembusan kepada pelapor, organisasi Notaris dan MPP.
Dengan demikian MPD dibatasi kewenangannya hanya menyampaikan
pemeriksaan saja. Selanjutnya MPD melakukan pemeriksaan pada terlapor
maupun pelapor dan sanksi yang dapat diberikan kepada terlapor hanya berupa
teguran lisan dan tertulis yang bersifat final (Pasal 73 ayat 2 UUJN), sedangkan
keputusan untuk pemberhentian sementara maupun pemecatan terhadap notaris
menjadi kewenangan Menteri Hukum dan HAM (untuk selanjutnya disebut
Menkumham). Pihak-pihak yang berkerberatan terhadap keputusan Majelis
Pengawas Wilayah (MPW) dapat mengajukan banding ke Majelis Pengawas
Pusat ( MPP) (Pasal 77 UUJN).
Dalam penelitian ini, peneliti hendak mengamati dan menganalisa Majelis
Pengawas Daerah (MPD) Kota Palangka Raya dengan Majelis Pengawas Wilayah
(MPW) yang berada di Kalimantan Tengah, terhadap pelaksanaan tugas jabatan
Notaris, karena selain Majelis Pengawas Pusat (MPP), Majelis Pengawas Wilayah
(MPW), dan Majelis Pengawas Daerah (MPD), juga mempunyai kewenangan
untuk mengadakan dan atau melakukan pemeriksaan kepada notaris yang
melakukan pelanggaran baik yang berupa kode etik Notaris maupun ketentuan
dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku, sehingga dapat memberikan
rekomendasi sanksi yang akan dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW)
maupun Majelis Pengawas Pusat (MPP). Yang dalam hal ini Notaris Kota
Palangka Raya karena dinyatakan telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menempatkan
keterangan palsu dalam surat autentik dengan dijatuhi pidana penjara
selama 3 (tiga) bulan berdasarkan putusan pengadilan Negeri
Palangka raya Nomor:69/Pid.B/2016/PN.Plk tanggal 19 April 2016.
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Berdasarkan hasil penelitian dapat di kemukakan kesimpulan sebagai berikut :
1. Pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris untuk

mencegah terjadinya pelanggaran jabatan Notaris dilakukan dengan
cara mengadakan seminar tentang kenotariatan, mengadakan
pertemuan sebulan sekali yang dihadiri Majelis Pengawas Daerah
guna memberikan arahan supaya menjalankan UUJN dan Kode Etik
serta Notaris dituntut untuk tetap menambah wawasan tentang
kenotariatan, serta Majelis Pengawas Daerah itu melakukan
kunjungan ke kantor Notaris minimal setahun sekali guna melakukan
pengecekan protokol Notaris. Pengawasan yang dapat dilakukan
Majelis Pengawas Notaris untuk mencegah terjadinya pelanggaran
jabatan Notaris hanyalah pengawasan yang bersifat pasif yang artinya
pengawasannya hanya menunggu laporan dari masyarakat tidak
mengawasi satu persatu Notaris. Notaris yang diduga atau terbukti
melakukan pelanggaran jabatan baru kemudian diberikan pembinaan
berupa penjatuhan sanksi, namun penjatuhan sanksi juga disesuaikan
dengan berat ringannya pelanggaran. Apabila Notaris melakukan
pelanggaran yang bersifat ringan maka Dewan Kehormatan Notaris
atau Majelis Pengawas Notaris baru memberikan teguran dan
memberikan solusi atau arahan supaya Notaris tersebut tidak
melakukan pelanggaran di kemudian hari.

2. Bahwa antara Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan
Notaris itu tidak ada bedanya sama sekali karena pada dasarnya
pengawasan preventif itu bersifat pencegahan atau penanggulangan
agar tidak terjadi pelanggaran Kode etik Notaris maupun kewenangan
jabatan Notaris. Selanjutnya mengenai perbedaan laporan dari
masyarakat yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Notaris dan
Dewan Kehormatan Notaris itu tidak ada bedanya sama sekali
sehingga apabila masyarakat melaporkan ke salah satu organisasi
tersebut bisa saja namun akan ditindaklanjuti oleh organisasi yang
berwenang karena menyangkut sanksi yang akan diberikannya.
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ABSTRAK

Kata Kunci : Kewenangan Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah,
Majelis Pengawas Pusat, Kode Etik Notaris, Sanksi.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji
kewenangan - kewenangan untuk mengadakan dan atau melakukan pemeriksaan
kepada notaris yang melakukan pelanggaran baik yang berupa kode etik Notaris
maupun ketentuan dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku.
Hasil penelitian pertama: Pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris
untuk mencegah terjadinya pelanggaran jabatan Notaris dilakukan dengan cara
mengadakan seminar tentang kenotariatan, mengadakan pertemuan sebulan sekali
yang dihadiri Majelis Pengawas Daerah guna memberikan arahan supaya
menjalankan UUJN dan Kode Etik serta Notaris dituntut untuk tetap menambah
wawasan tentang kenotariatan, serta Majelis Pengawas Daerah itu melakukan
kunjungan ke kantor Notaris minimal setahun sekali guna melakukan pengecekan
protokol Notaris. Kedua: antara Majelis Pengawas Notaris dan Dewan
Kehormatan Notaris itu tidak ada bedanya sama sekali karena pada dasarnya
pengawasan preventif itu bersifat pencegahan atau penanggulangan agar tidak
terjadi pelanggaran Kode etik Notaris maupun kewenangan jabatan Notaris.
Selanjutnya mengenai perbedaan laporan dari masyarakat yang ditujukan kepada
Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris itu tidak ada bedanya
sama sekali sehingga apabila masyarakat melaporkan ke salah satu organisasi
tersebut bisa saja namun akan ditindaklanjuti oleh organisasi yang berwenang
karena menyangkut sanksi yang akan diberikannya.

4 2220216310063
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